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ABSTRAK 

Adef Tian, 2023. Penegakkan Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Pekalongan 2020, Skripsi Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, 

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing 

Yunas Derta Luluardi, M.A 

Kata Kunci: Penaganan Pelanggaran Pilkada, Penegakkan Hukum. 

 

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 

masih ditemukan banyak pelanggaran. Tercatat sejumlah 13 kasus dugaan 

pelanggaran yang diregistrasi oleh Bawaslu Kota Pekalongan. Pelanggaran tersebut 

meliputi pelanggaran administratif pilkada, pelanggaran tindak pidana, dan 

pelanggaran perundang-undangan lainnya. Ketiga jenis pelanggaran tersebut, 

terdapat penegakkan hukum pelanggaran pilkada yang bermacam-macam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum 

pelanggaran yang terjadi pada pemilihan Waliokta dan Wakil Walikota Pekalongan 

2020 dan bagaimana akibat hukum atas penehakan hukum yang terjadi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris (Non-

Doktrinal) dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, analisis kualitatif 

yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana 

adanya pada waktu penelitian kemudian dianalisa secara mendalam. 

Hasil penelitian ini adalah di dalam pelaksanaan penegakkan hukum 

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 meliputi kasus 

pelanggaran diantaranya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pasangan, 

pelanggran calon anggota PPK yang menjadi anggota PPK dan PPS yang telah 

menjabat 2 periode sebgai anggota PPK dan PPS, pelanggaran terkait dengan tidak 

diberikanya akses dokumen daftar perubahan pemilihan hasil pemuktahiran (AB-

KWK) kepada Pengawas Kelurahan oleh Anggota PPS se-Kota Pekalongan, 

pelanggarn hukum lainnya yang diteruskan ke walikota Peklaongan terkait dengan 

pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang melanggar 

Peraturan Daerah Kota Pekalongan dan Kampanye online diluar jadwal. Pintu 

masuk penanganan pelanggaran tersebut adalah bawaslu. Dalam menangani 

pelanggaran, bawaslu mendapati hambatan, di antaranya adalah sulitnya 

pembuktian pelanggaran, perbedaan perspektif bawaslu dengan kepolisian dan 

kejaksaan, dan pembatasan waktu penanganan perkara yang cukup singkat serta 

minimnya partisipasi mmasyarakat. 
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ABSTRACT 

Adef Tian, 2023. Law Enforcement of the Election of Mayor and Deputy Mayor of 

Pekalongan 2020, Thesis Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, 

State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Advisor for Yunas 

Derta Luluardi, M.A 

Keywords: Handling Pilkada Violations, Law Enforcement. 

 

The 2020 Pekalongan Mayor and Deputy Mayor Elections still found many 

violations. A total of 13 cases of alleged violations were registered by the 

Pekalongan City Bawaslu. These violations included election administrative 

violations, criminal offense violations, and other statutory violations. Of the three 

types of violations, there are various types of law enforcement for regional election 

violations. This study aims to find out how the law enforcement violations that 

occurred in the 2020 Waliokta and Deputy Mayor of Pekalongan elections and 

what the legal consequences of law enforcement were. 

This study uses a Juridical Empirical (Non-Doctrinal) research method with 

a case and statutory approach, qualitative analysis, namely describing field data 

and information based on what it was at the time of the research and then analyzing 

it in depth. 

The results of this study are that in the implementation of law enforcement for 

the 2020 Mayor and Deputy Mayor elections of Pekalongan including violation 

cases including violations of pairing campaign props, violations of prospective 

PPK members who are members of PPK and PPS who have served 2 terms as PPK 

and PPS members, related violations by not being given access to the updated 

election change list document (AB-KWK) to Kelurahan Supervisors by PPS 

members throughout Pekalongan City, other legal violations that were forwarded 

to the mayor of Peklaongan related to violations of installing Campaign Props for 

Candidate Pairs that violate Pekalongan City Regional Regulations and Online 

campaign out of schedule. The entrance to the handling of these violations is 

Bawaslu. In handling violations, Bawaslu encounters obstacles, including the 

difficulty in proving violations, differences in perspectives between Bawaslu and 

the police and prosecutors, and the relatively short time limit for handling cases 

and the lack of community participation. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan kepala daerah yang demokratis (democratic electoral) dapat 

terwujud dengan baik bilamana adanya integritas baik dalam sistem 

penyelenggaraannya maupun pada hasil pemilihannya.1 Secara umum 

Pemilihan Kepala Daerah yang adil adalah kondisi di mana semua warga 

negara memiliki dan mendapatkan hak, kebebasan, dan perlakuan setara dalam 

mengejawantahkan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Derah. Guna 

mewujudkan pemilihan yang adil, segala bentuk malpraktik pemilihan hal 

tersebut harus dieliminasi sedemikian rupa. Terwujud atau tidaknya keadilan 

pemilihan akan sangat bergantung pada sejauh mana malpraktik pemilu dapat 

ditekan ke titik minimal.2 

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak dapat dipungkiri bahwasanya 

masih banyak dijumpai adanya pelanggaran baik pelanggaran secara tindak 

pidana maupun pelanggaran berupa administrasi.3  Pelanggran tersebut dapat 

dilakukan dengan money politic4 atau politik uang, black campign,5 kampanye 

 
1 Gunawan Suswantoro, Pengawasan Pemilu Partisipatif , Jakarta: Erlangga 2012. Hal.8. 
2 Khairul Fahmi, 2019, Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dal am Mewujudkan 

Pemilihan Umum yang Adil dan berintegritas, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, 

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 151. 
3 Budi Saputra. Skripsi, “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh 

Sentra Penegak Hukum Terpadu (Studi Kasus Bawaslu Kota Binjai)”, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Medan,  2019. Hlm. 3. 
4 Upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang, barang atau jasa agar prefesi suara 

dapat diberikan kepada penyuap atau paslon yang memberikannya. 
5 Kegiatan negatif menjatuhkan lawan politik yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik 

penyelenggaraan pemilu, pelanggaran administratif, tindak pidana serta sengketa pemilu 
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diluar jadwal, daftar pemilih yang tidak jelas bahkan kecurangan berupa 

penambahan atau pengurangan suara sehingga bisa menimbulkan aksi protes 

ketidak percayaan masyarakat serta berdampak pada ketidakstabilan politik. 

Berdasarkan fakta yang telah ditemukan dilapangan bahwa masih banyak 

dijumpai kasus pelanggaran pemilu sebanyak 29 laporan atau temuan yang 

diterima oleh Bawaslu Kota Pekalongan. 

Tabel 1 Jumlah Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Pekalongan 2020 
 

Penerimaan Ditindaklanjuti (Rekomendasi) 

Temuan Laporan Administrasi 
Pelanggaran 

Kode Etik 

Pelanggaran 

Pidana 

11 2 11 0 2 

Total = 13 

Sumber : PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 

Berdasarkan data Bawaslu Kota Pekaolngan, Pelanggaran adminstrasi 

terbanyak terjadi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 

2020 yaitu  11 kasus pelanggaran pemilihan diantaranya yaitu sebanyak 5 

pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon Walikota dan 

Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 Nomor urut 1 dan Nomor Urut 2 yang 

tidak sesaui dengan Peraturan Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kota Pekalongan, maupun Peraturan Walikota Pekalonagn tentang 

pemasangan Alat Peraga Kampanye. Sebanyak 3 pelanggran calon anggota 

PPK yang menjadi anggota PPK yang telah menjabat 2 periode sebgai anggota 

PPK, 1 pelangran calon anggota PPS yang menjabat 2 perioder sebagai anggota 

PPS dan 1 pelanggaran terkait dengan tidak diberikanya akses dokumen daftar 
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perubahan pemilihan hasil pemuktahiran (AB-KWK) kepada Pengawas 

Kelurahan oleh Anggota PPS se-Kota Pekalongan, terdapat 3 peanganan 

pelanggarn hukum lainnya yang diteruskan ke walikota Peklaongan terkait 

dengan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon 

karena di duga melanggar Peraturan Daerah Kota Pekalongan.6 

Kasus pelanggaran adminitrasi ada beberapa pelanggaran yang tidak di 

tindak lanjuti hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota pekalongan :7 

“Bahwa penafsiran KPU Kota Pekalongan di Peraturan KPU bahwa Alat 

Peraga Kampanye (APK) yang melanggar tersebut bukan  APK yang di 

fasilitasi KPU jadi Bawaslu tidak punya wewenang untuk memutus kan 

apakah APK itu melanggar atau tidak.” 

Tabel 2 Rekomendasi pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan 

wakil Walikota Pekalongan 2020 

JENIS PELANGGARAN REKOMENDASI 

Pelanggaran pemasangan Alat Peraga 

Kampanye 

4 Ditindak lanjuti oleh KPU Kota 

Pekalongan dan 2 tidak ditindak 

lanjuti oleH KPU Kota Pekalongan 

pelanggaran calon anggota PPK yang 

menjadi anggota PPK yang telah 

menjabat 2 periode sebgai anggota 

PPK 

Ditindak lanjuti oleh KPU Kota 

Pekalongan 

Pelanggaran calon anggota PPS yang 

menjabat 2 perioder sebagai anggota 

PPS 

Ditindak lanjuti oleh KPU Kota 

Pekalongan 

 
6 Hasil Laporan Penangana Pelanggaran  Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  

Peakloangan 2020 oleh Bawaslu Kota Pekalongan 
7 Wawancara dengan Bapak Sugiarto, S.H selaku Ketua Bawaslu Kota Pekalongan dan Kor. 

Div Hukum, Penanganan pelanggran dan Sengketa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 
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Pelanggaran terkait dengan tidak 

diberikanya akses dokumen daftar 

perubahan pemilihan hasil 

pemuktahiran (AB-KWK) kepada 

Pengawas Kelurahan oleh Anggota 

PPS se-Kota Pekalongan 

Ditindak lanjuti oleh KPU Kota 

Pekalongan 

Pelanggaran pemasangan Alat Peraga 

Kampanye Pasangan Calon karena di 

duga melanggar Peraturan Daerah 

Kota Pekalongan 

Ditindak lanjuti oleh Walikota 

Pekalonagn 

Sumber : Bawaslu Kota Pekalongan 

Permasalahan tersebut maka dari itu perlu adanya penegakan hukum, 

Penegak hukum pemilihan kepala derah masih muncul persoalan tidak cukup 

baiknya pengaturan fungsi dan hubungan antar lembaga yang terlibat dalam 

proses penegakan hukum pemilu, pengaturan mekanisme penanganan 

pelanggaran yang belum memadai, dan persoalan sumber daya manusia yang 

belum sepenuhnya mendukung. Penanganan pelanggaran administrasi diatur 

mekanisme bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan 

rekomendasi terkait pelanggaran administrasi untuk ditindaklanjuti oleh KPU 

Kabupaten/Kota. Hanya saja, rekomendasi tersebut masih harus diperiksa dan 

diputus lagi KPU Kabupaten/Kota.8 Mekanisme tersebut mengharuskan 

adanya dua kali pemeriksaan oleh dua lembaga yang berbeda sehingga dapat 

menempatkan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam 

posisi berhadap-hadapan dengan pihak yang diperiksa terkait pelanggaran 

 
8 Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
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administrasi. Selain itu, mekanisme tersebut juga membuka ruang untuk tidak 

sinkronnya penilaian dua lembaga penyelenggara pemilu terhadap satu kasus 

yang sama.9 

Berdsarakan latarbelakang yang diuraikan diatas, peneliti mengkaji 

tentang Penegakkan Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Pekalongan 2020.  

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah dalam penulisan penulisan membatasi masalah 

yang diteliti, sehingga dalam perumusanya dapat memberikan hasil riset yang 

diharapkan. Adapun rumusan masalah yang dikaji antara lain : 

1. Bagaimana penegakan hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Pekalongan 2020? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap penegakkan hukum pelanggran 

Pemilihan Walikota Pekalongan dan Wakil Walikota Pekalongan 2020? 

C. Tujuan Masalah 

1. Menganalisis penegakkan hukum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali 

kota Pekalongan 2020 

2. Menganalisis akibat hukum terhadap penegakkan hukum pelanggaran pada 

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 
9 Wawancara dengan Bapak Sugiarto, S.H selaku Ketua Bawaslu Kota Pekalongan dan Kor. 

Div Hukum, Penanganan pelanggran dan Sengketa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. 
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a. Sebagai suatu sumbangsih keilmuan dalam hukum tatanegara 

khususnya tentang penegakan hukum pemilihan umum atau pemilihan 

kepala daerah. 

b. Mengembangkan pengetahuan hukum pelanggaran atau pemilihan 

kepala daerah dalam kaitannya dengan khazanah teoritis hukum, 

khususnya penegakan hukum pemilu atau pemilihan kepala daerah 

serta akibat hukum pada pelanggaran pemilihan pada pemilihan kepala 

daerah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Salah satu acuan bagi kalangan akademis dan masyarakat mengenai 

penegakan hukum pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. 

b. Menjawab isu hukum mengenai penegakan hukum dalam penanganan 

pelanggaran pemilihan kepala daerah sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran hukum mengenai pentingnya penegakan hukum. 

E. Kerangka Teori 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam 

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan 

banyak hal.10 

 
10 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 2001, Jakarta, Hlm. 32 
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Menurut Lawrence M. Friedman, penegakkan hukum setidaknya harus 

meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dijabarkan lebih 

lanju anatara lain :11 

1. Struktur hukum, merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem 

hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung 

bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat 

bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap 

penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Kelembagaan 

penegak hukum mencakup Kepolisian dengan para Polisinya, 

Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, 

dan lain-lain.  

2. Substansi hukum, yaitu produk yang dihasilkan oleh orang yang berada 

dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka 

keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Keseluruhan aturan hukum, 

norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis, termasuk putusan pengadilan. 

3. Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-

kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah 

suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan 

bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.12 

F. Penelitian Relevan 

 
11 Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika 

Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9. 
12 Lawrence M. Friedman, 2001, American Law An Introduction, Second Edition, 

Penerjemah: Wishnu Basuki, Penerbit Tatanusa, Jakarta, h. 6-8 
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Tabel 3 Penelitian Yang Relevan 

Nama, Tahun 

dan Judul 
Hasil Persamaan Perbedaan 

Wahyuri Tahun 

2017 dengan 

judul Tinjauan 

Yuridis 

Penanganan 

Tindak Pidana 

Pemilihan 

Kepala Daerah 

(Studi Kasus 

Kabupaten 

Takalar)13 

Pemilihan kepala 

daerah  terdapat  

pelanggaran yaitu 

pemilih memberikan 

hak suaranya lebih 

dari satu kali di 

tempat pemungutan 

suara yang dilakukan 

dengan sengaja dan 

terdakwa diancam 

pidana melanggar 

Pasal 178 B Undang-

Undang Nomor 10 

Tahun 2016 Tentang 

Penetapan Peraturan 

Pemerintah proses 

penanganan 

pelanggaran pidana 

pemilihan tersebut 

dilakukan oleh sentra 

penegak hukum 

terpadu dengan 

berkoordinasi dalam 

menangani kasus 

tersebut. Hal ini 

menjadi hambatan 

bagi sentra penegak 

hukum terpadu 

kurangnya sosialisasi 

terhadap masyarakat 

sehingga masih 

dijumpai pelanggaran 

Persamanan 

pada 

penelitian ini 

yaitu 

membahas 

mengenai 

penegakkan 

hukum pada 

pemilihan 

Kepala 

Daerah, 

Adapun dasar 

hukum yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

Wahyuri dan 

penelitian 

saat ini 

adalah 

Undang-

Undang 

Nomor 10 

Tahun 2016 

tentang 

Pelaksanaan 

Pemilihan 

Gubernur dan 

Wakil 

Gubernutr, 

Buapati dan 

Wakil Bupati 

dan/atau 

Walikota dan 

Wakil 

Walikota. 

Perbedaan 

pada 

penelitian 

Wahyuri 

membahas 

tentang 

penegakkan 

hukum tindak 

pidana 

sedangkan 

penelitian saat 

ini membahas 

tentang 

penegakkan 

hukum 

pelanggran 

administrasi 

Iwan  Tahun 

2018 dengan 

judul 

GAKKUMDU 

menerima laporan 

pelanggaran tindak 

Persamanan 

pada 

penelitian ini 

Perbedaan 

pada 

penelitian 

 
13 Wahyuri, “Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi 

Kasus Kabupaten Takalar)” Skripsi (Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin 

Makassar, 2018) 



23 
 

 
 

Penegakan 

Hukum 

Terpadu Dalam 

Penanganan 

Tindak Pidana 

Pilkada Tahun 

2018 Di 

Kabupaten 

Cirebon.14 

pidana “money 

politics” dalam 

tahapan 

penyelesaiannya 

panitia pengawas 

pemilu dan KPU 

berkoordinasi antara 

Bawaslu, Kepolisian, 

dan Kejaksaan. 

Dalam teknisnya, 

Gakkumdu 

melakukan penelitian 

dan pengkajian 

dengan teknis gelar 

perkara setiap laporan 

pelanggaran yang 

diterima Kendala di 

dalam Penegakan 

Hukum Terpadu 

Tindak Pidana 

Pilkada yaitu masih 

banyak oknum-

oknum yang merasa 

tidak jera dan ingin 

memanfaatkan 

keadaan, semntara 

dalam penegakan 

penyidikan 

gakkumdu masih 

kekurangan anggota 

yang berkompeten 

sehingga dalam 

penyedikinya 

terkendala. Namun 

sentra penegak 

hukum terpadu tetap 

berupaya dalam 

mengatasi hambatan 

tersebut 

dengan,meningkatkan 

kualitas personel dan 

yaitu 

membahas 

mengenai 

Penegakkan 

hukum pada 

pemilihan 

Kepala 

Daerah, 

Adapun dasar 

hukum yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

Iwan dan 

penelitian 

saat ini 

adalah 

Undang-

Undang 

Nomor 10 

Tahun 2016 

tentang 

Pelaksanaan 

Pemilihan 

kepala daerah 

Iwan 

membahas 

tentang 

penegakkan 

hukum tindak 

pidana 

sedangkan 

penelitian saat 

ini membahas 

tentang 

penegakkan 

hukum 

pelanggran 

administrasi 

 
14 Muhammad  Juanaidi, “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum 

Terpadu”, Jurnal Ius Constituendum  2, No.5 (2020) 
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melakukan sosialisasi 

ke masyarakat. 

Muhammad 

Junaidi Tahun 

2019 dengan 

judul Tindak 

pidana pemilu 

dan pilkada 

oleh sentra 

penegak 

hukum 

terpadu15 

Permasalah yang 

terjadi pada 

gakkumdu yaitu 

adanya pola 

koordinasi yang tidak 

mungkin dilakukan 

secara sistemik antara 

penegak hukum 

sampai dengan 

disharmonisasi Hasil 

dalam penelitian ini 

adalah agar peran 

Badan Pengawas 

pemilu (Bawaslu) 

harus menjadi 

lembaga sentral 

dalam kelembagaan 

Gakkumdu sehingga 

nuansa harmonisasi 

sinkronisasi yang 

tentunya menjadi 

kelemahan 

pelaksanaan Pemilu 

2019 dapat 

diminimalisir melalui 

koordinasi terpusat 

oleh Bawaslu 

Persamaan 

Penegakkan 

hukum pada 

pemilihan 

Kepala 

Daerah 

penegakkan 

hukum tindak 

pidana 

sedangkan 

penelitian saat 

ini membahas 

tentang 

penegakkan 

hukum 

pelanggran 

administrasi 

Carto, Adnan 

Murya, Muh. 

Aripin 

Nurmantoro 

2021 dengan 

judul Analisis 

Penegakan 

Hukum Pemilu 

Dan Pemilihan 

(Study 

Penanganan 

Pelanggaran di 

Bawaslu 

Pelanggaran yang 

terjadi Pidana 

Pemilihan, Kode Etik 

Penyelenggara 

Pemilihan, 

Administrasi 

Pemilihan, 

Pelanggaran Lainnya 

Bukan Pelanggaran. 

Penegakan hukum 

bukan hanya terkait 

dengan substansi 

melainkan suatu 

proses yang harus 

Persamaan 

Penegakkan 

hukum pada 

pemilihan 

Kepala 

Daerah dan 

terkait 

penanganan 

pelanggaran 

pidana dan 

administrasi 

Permasalahan 

pelanggran 

adminitrasi 

pada 

penelitian 

Carto Dkk, 

membahas 

terkait 

pelanggran 

administrasi 

netralitas 

PNS, 

sedangkan 

dalam 

 
15 Muhammad  Juanaidi, “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum 

Terpadu”, Jurnal Ius Constituendum  2, No.5 (2020) 
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Kabupaten 

Indramayu)16 

ditempuh, pada 

pelaksaan Pemilu 

2019 dan Pemilihan 

2020 masih terdapat 

kelemahan-

kelemahan terutama 

terkait waktu  

penelitian ini 

membahas 

terkait 

pelanggran 

adminitrasi 

pemasangan 

alat peraga 

kampanye, 

calon Anggota 

PPK dan PPS 

yang 

mendaftar 

lebih dari 2 

kali 

Al Munadia 

tahun 2021 

dengan judul 

Penegakan 

Hukum 

Penyelesaian 

Pelanggaran 

Administratif 

Pemilu  

Legislatif di 

Kota Banda 

Aceh ditinjau 

Menurut 

Undang-

Undang  

Nomor 7 

Tahun 201717 

Hasil penelitian ini 

Penyebab terjadinya 

pelanggaran 

administratif pada 

pemilu 2019 di Kota 

Banda Aceh yang 

sampai disidangkan 

oleh Bawaslu Kota 

Banda Aceh adalah 

karena ada kelalaian 

dari anggota Panitia 

Pemilihan Kecataman 

(PPK) Syiah Kuala 

Kota Banda Aceh, 

yaitu Panitia 

Pemungutan Suara 

(PPS) Gampong 

Tibang membacakan 

Salinan Formulir 

Model C1-DPRK 

calon anggota DPRK 

Partai Golkar Nomor 

Urut6 atas nama 

Hj.Kasumi Sulaiman 

memperoleh 4 

(empat) suara, namun 

Persamaan 

penelitian ini 

membahasa 

Penegakkan 

hukum pada 

pemilihan 

Kepala 

Daerah dan 

terkait 

penanganan 

administrasi 

Perbedaan 

penelitian dari 

al Munadia 

memebahas 

penagnan 

pelanggran 

administrasi 

pada 

pemilihan 

legislatif dan 

penelitian saat 

ini penagnan 

pelanggran 

administrasi 

pada 

pemilihan 

kepala daerah 

 
16 Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro, 2021 “Analisis Penegakan Hukum Pemilu 

Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu)”, Jurnal 

Yustitia, 2723:0147. 
17 Al Munadia tahun 2021 dengan judul Penegakan Hukum Penyelesaian Pelanggaran 

Administratif Pemilu  Legislatif di Kota Banda Aceh ditinjau Menurut Undang-Undang  Nomor 7 

Tahun 2017. Fakultas syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 
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pada saat pleno di 

tingkat Kecamatan 

Syiah Kuala 

berdasarkan Formulir 

Model DAA-1 

DPRK, perolehan 

suara calon anggota 

DPRK Partai Golkar 

tersebut menjadi 0 

(nol) 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian Yuridis empiris atau Non-Doktrinal penelitian yang 

dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam 

praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum 

di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari 

tingkat efektivitas hukum.18 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Kasus (case approach),  yaitu suatu penelitian yang lebih 

ditekankan pada penerapan hukum dilapangan, serta mengenai kasus-kasus 

yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat perkara-perkara yang   

menjad fokus penelitian sehingga akan lebih banyak didasarkan pada 

pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk menginterpretasi 

kenyataan dengan penerapanya.19 Oleh karena itu penelitian ini mengkaji 

mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana pemilihan kepala daerah 

 
18 Salim HS dan Hrlies Septian Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persad, 2007), halaman 37 
19 Bambang  Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2010), 72 
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oleh sentra penegak hukum terpadu pada pemilihan walikota dan wakil 

walikota pekalongan 2020. 

3. Teknik pengumpulan data 

Dalam rangka mendapatkan data penelitian, penulis menggunakan 

beberapa metode antara lain : 

a. Teknik wawancara  

Wawancara terhadap Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan 

yang terpilih secara purposive dilakukan dengan prinsip snowball 

sesuai dengan kriteria informan kunci penegakan hukum pemilihan 

kepala daerah pada pemilihan walikota dan wakil walikota 

pekalongan 2020 yang telah ditetapkan pertimbangan berdasarkan 

konsep teoritis yang akan digunakan, sehingga diharapkan informasi 

yang diperoleh bersifat eksplorasi dan mendalam. 

b. Dokumentasi  

Metode pengumpulan data bersumber dari dokumentasi20 

Peneliti melakukan eksplorasi terhadap data-data dokumen dan 

menggunakan data dokumen terkait dengan  penegakan hukum dalam 

pemilihan kepala daerah oleh sentra penegak hukum terpadu oleh 

sentra penegak hukum terpadu pada pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Pekalongan 2020 untuk bisa di crosscheck atau dilakukan 

pemeriksaan ulang dan dilihat kebenaranya atau keabsahan. 

Selanjutnya dilakukan evaluasi, pengelolaan dan pemahaman data 

 
20 Toha Anggoro, dkk, “Metode Penelitian” (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), 525 
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yang telah diperoleh melaui penelitian lapangan sehingga diperoleh 

data yang konkret. 

4. Sumber data 

a. Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini data yang diperoleh 

langsung dengan dilakukan wawancara kepada ketua Badan Pengawas 

Pemilu Kota Pekalongan 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh tidak 

langsung melaui media perantara. Sumber data sekunder penelitian ini 

diambil dari sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini, 

seperti buku, artikel, jurnal hukum , dokumen administrasi terkait 

penegakan hukum terhadap penanganan pelanggaran pemilihan kepala 

daerah oleh sentra penegak hukum terpadu. 

Data sekunder diperlukan sebagai pendukung data primer yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai awal untuk memperoleh: 

a) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mempunyai otoritas 

(autoritatif) adapun bahan hukum ini terdiri21 : 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana 

diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota. 

 
21 Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 47 
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2) Peraturan Komisi Pemilihan Pemilu Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

3) Peraturan Badan Pengawas  Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota. 

b) Bahan Hukum Sekunder, semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen tidak resmi (Non-autoritatif) yang terdiri 

dari: 

1) Buku / teks yang membbicarkan suatu permasalahan 

hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum 

2) Kamus-kamus hukum 

3) Jurnal hukum 

5. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data 

Penecekan kredibilitas informasi dan data dilakukan dengan metode 

triagulasi sumber dan metode. Informasi yang diperoleh dicatat dalam 

transkip, deskripsi data dan klasifikasi sesuai dengan kategori yang dipilih, 

kemudian dianalisis sehubungan dengan konsep dan teori yang digunakan. 

Triagulasi metode sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh 
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langsung dari wawancara anggota sentra penegak hukum terpadu kota 

pekalongan. 

Metode triagulasi sumber data sekunder adalah sumber data yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data 

sekunder adalah sumber data yang relevan seperti undang-undang, buku, 

artikel, jurnal, dokumen administrasi terkait penegakan hukum. Teknik 

triagulasi metode dilakukan dengan mengkonfirmasi validasi wawancara 

secaara berkala dengan informan kunci, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mengkonfirmasi validasinya.22 

6. Analisa Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif yakni data yang diperoleh, dianalisis dan disajikan 

dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis yang ditunjang dengan data 

kuantitatif dan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis fakta-

fakta dan data-data yang diperoleh, serta hasil penelitian baik dari hasil 

observasi dan wawancara maupun studi pustaka dan dokumenter untuk 

kemudian ditarik sebuah kesimpulan secara induktif 23  pengumpulan data, 

melipti data primer dan sekunder, kemudian menyeleksi data yang 

terkumpul sesuai kebutuhan, kemudian melakukan reduksi data, dan 

menarik kesimpulan. 

H. Sistematika penulisan 

 
22 Toha Anggoro, dkk, “Metode Penelitian” (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), 525 
23 Zainudin Ali, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 120 
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Sistematika penulisan pada penelitian initerdiri dari beberapa bab dan 

sub bab agar setiappembahasan penalitian ini tersusun secara sistematis. 

Adapun sistematika pada penelitian ini antar lain: 

Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah terkait isu 

yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

teoritik, penelitian  relevan, metode penelitian, sistematika penulisan. 

Bab II, membahas menengai teori dan konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu membahas tentang penegakan hukum, tinjauan umum 

pemilihan kepala daerah,  

Bab III,berisi uraian hasil penelitian yang telah dilakukan menganai 

gambaran umum pemilihan walikota dan wakil walikota pekalongan 2020 serta 

kendala dalam penegakan hukum. 

Bab IV, pembahasan berisi mengenai analisi peneliatian yang menjawab 

rumusan masalah secara detail dan lebih mendalam. Bab ini memuat menganai 

analisis permasalah dalam penegakan hukum pemilihan kepala daerah 

Walikota dan Wakil Pekalongan 2020 dan akibat hukum yang timbul dari 

penegakan hukum pelanggran  pemilihan walikota dan wakil walikota 

pekalongan 2020. 

Bab V penutup, berisi mengai kesimpulan hasil analisi pennelitian yang 

telah diuraikan pada bab sebelumya dan berisi mengenai saran yang akan 

disampaikan.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Terjadi banyak pelanggaran pada pilkada 2020 di Kota Pekalongan. 

Pola pelanggaran tersebut dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu 

pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak 

pidana, dan pelanggaran Perundang-undangan lainnya. Penegakan Hukum 

pelanggaran administratif meliputi: Proses pembentukan penyelenggara 

pilkada tidak sesuai prosedur, Penambahan suara, Alat peraga atau bahan 

kampanye ilegal, pelanggaran calon anggota PPK dan PPS yang mendaftar 

dua kali berturut-turut dan PPS tidak memberikan softcopy dan hardcopy 

Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. Pelanggaran Perundang-undangan  

lainnya meliputi: Pemasangan alat peraga yang melanggar ketertiban 

umum, pencopotan atau perusakan alat peraga kampanye. 

Semua pelanggaran pilkada 2020 di Kota Pekalongan  penanganan 

awalnya dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan. Berawal dari temuan 

atau laporan dugaan pelanggaran pilkada. Setelah itu, bawaslu melakukan 

investigasi dan pengkajian dalam rapat pleno terhadap laporan untuk 

menentukan jenis pelanggaran dan pasal yang dapat disangkakan. Dugaan 

pelanggaran tersebut kemudian oleh bawaslu diregistrasu dan diteruskan 

penanganannya berdasarkan jenis pelanggarannya. Pelanggaran 

administratif pilkada diteruskan oleh bawaslu ke KPU Kota Pekalongan 

untuk diselesaikan melalui sidang pemeriksaan dan berakhir dengan 
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dikeluarkannya keputusan. Pelanggarann Administrasi diteruskan oleh 

bawaslu ke KPU, tetapi ke KPU dan diselesaikan Bawaslu untuk 

ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui sidang kode etik. Pelanggaran 

tindak pidana diteruskan oleh bawaslu ke Gakkumdu, kemudian diproses 

melalui tahapan penyidikan oleh kepolisian lalu penuntutan oleh jaksa di 

pengadilan dan berakhir dengan dikeluarkannya putusan pengadilan. 

Pelanggaran perundang-undangan  lainnya diteruskan oleh bawaslu ke 

instansi atau lembaga yang berwenang. Dalam penanganan pelanggaran 

pilkada 2020 di Kota Pekalongan terdapat kendala atau hambatan. Pertama, 

pemenuhan unsur pembuktian. Dalam hal ini meliputi: sulitnya 

mendapatkan bukti yang kuat, sulitnya mendapatkan orang yang mau 

dijadikan saksi,  kedua, perbedaan  perspektif antara bawaslu, kepolisian, 

dan kejaksaan terkait tindak pidana pilkada. Ketiga, pembatasan waktu 

penanganan perkara yang hanya 14 (empat belas) hari. Waktu 14 (empat 

belas) hari merupakan waktu yang cukup singkat. Dimana dalam menangani 

kasus, waktu yang hanya 14 (empat belas) hari dirasa kurang bagi bawaslu 

untuk menyelesaikan perkara. 

B. Saran 

Sebagai bagian dari penelitian hukum, berdasarkan kajian yang telah 

dibentangkan dalam bab-bab sebelumnya serta kesimpulan di atas, maka 

disarankan hal-hal sebagai berikut:  

1. Disarankan terkait hukum materil yang memuat ketentuan pelanggaran 

administrasi pemilu perlu diperbaiki. Perbaikan dilakukan berdasarkan 
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prinsip penegakan hukum yang adil dan setara bagi semua serta 

berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil dan 

berintegritas. 

2. Disarankan hukum formil yang diperlukan sebagai acuan dalam 

penanganan pelanggaran administrasi perlu diatur lebih rinci, sehingga 

berbagai ketidakpastian tidak terus berulang. Perbaikan hukum formil 

ini dilakukan dalam bentuk, memuat secara jelas hukum pealanggran 

administrasi dalam Undang-undang Pemilu dan Undang-undang 

Pilkada.  

3. Disarankan pengawas dan penyelenggra pemilu mengenai dualisme 

wewenang penanganan pelanggaran administrasi dalam Undang-

undang Pilkada perlu diakhiri, di mana wewenang pemeriksaan dan 

keputusan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Bawaslu. Adapun KPU 

tinggal melaksanakan apa yang telah diputuskan jajaran Bawaslu. 

4. Disarankan terhadap penyelenggara pemilu yang memiliki wewenang 

dalam penegakan hukum pemilu, dalam hal ini Bawaslu, perlu 

membangun sistem pengembangan sumber daya penegak hukum 

pemilu yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Bagaimanapun 

sumber daya manusia penegak hukum pemilu sangat berperan dalam 

menopang proses penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan 

penegakan hukum pemilu itu sendiri.  
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